
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.155, 2019  KEUANGAN. Hibah. Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing. Tata Cara. Perubahan. (Penjelasan dalam 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6379) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 57 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH 

ASING/LEMBAGA ASING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk perbaikan tata kelola pemberian hibah 

kepada pemerintah asing/lembaga asing agar lebih 

fleksibel, efektif, dan efisien, perlu dilakukan 

perubahan terhadap tata cara pemberian hibah 

kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagaimana 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah 

kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing; 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah 

Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA 

PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada 

Pemerintah Asing/Lembaga Asing (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 4, angka 6, dan angka 8 Pasal 1 

diubah dan di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 

1 (satu) angka, yakni angka 4a sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Penerima Hibah adalah Pemerintah 

Asing/Lembaga Asing. 

3. Pemerintah Asing adalah pemerintah suatu 

negara yang memiliki hubungan diplomatik 

dengan Pemerintah Indonesia. 

4. Lembaga Asing adalah lembaga yang teregistrasi 

pada otoritas di negara yang memiliki hubungan 

diplomatik dengan Pemerintah Indonesia, dan 

berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia. 

4a. Organisasi Internasional adalah Lembaga Asing 

yang bertindak sebagai penyalur dan bukan 

sebagai penerima hibah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

6. Pemberian Hibah kepada Pemerintah 

Asing/Lembaga Asing yang selanjutnya disebut 

Pemberian Hibah adalah setiap pengeluaran 

Pemerintah kepada Pemerintah Asing/Lembaga 

Asing yang tidak diterima kembali dan secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 

7. Daftar Rencana Pemberian Hibah yang 

selanjutnya disingkat DRPH adalah daftar 

rencana Pemberian Hibah tahunan yang layak 

dan memenuhi kesiapan untuk dilaksanakan. 

8. Perjanjian Pemberian Hibah adalah kesepakatan 

tertulis antara Pemerintah dan Penerima Hibah 

atau Organisasi Internasional berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan nasional yang 

memuat ketentuan dan persyaratan Pemberian 

Hibah yang dituangkan dalam dokumen 

perjanjian atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

9. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut 

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 

10. Menteri Luar Negeri adalah menteri yang 

bertanggungjawab di bidang hubungan luar 

negeri dan politik luar negeri. 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 tetap dan penjelasan ayat 

(2) huruf b Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum 

dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Peraturan 

Pemerintah ini. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah serta di antara ayat 

(1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat 

(1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Pemberian Hibah untuk dan atas nama 

Pemerintah Republik Indonesia dikelola oleh 

Menteri selaku pengelola fiskal. 

(1a) Pengelolaan anggaran Pemberian Hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh unit pengelola dana. 

(1b) Pengelolaan anggaran Pemberian Hibah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi: 

a. pengembangan dana dalam rangka 

Pemberian Hibah;  

b. penggunaan dana dalam rangka Pemberian 

Hibah; dan 

c. penugasan lain sesuai dengan arahan Komite 

Pengarah. 
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(1c) Menteri membentuk unit pengelola dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) di 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

(1d) Unit pengelola dana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1a) menerapkan pola pengelolaan keuangan 

badan layanan umum. 

(2) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

dilarang melakukan perikatan dalam bentuk 

apapun yang dapat menimbulkan kewajiban 

untuk melakukan Pemberian Hibah. 

 

4. Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Pemberian Hibah bersumber dari APBN. 

(2) Dihapus. 

 

5. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (4) Pasal 8 diubah, 

di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 

(satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk 

periode jangka menengah paling sedikit memuat: 

a. tujuan dan prinsip umum; 

b. kebijakan umum; 

c. prioritas kawasan; 

d. kriteria negara/lembaga penerima; dan 

e. kapasitas fiskal. 

(2) Kebijakan Pemberian Hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan 

prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1). 

(3) Dalam penyusunan kebijakan Pemberian Hibah 
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